
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.4, 2023 KEMENDAG.  GWPP. Penyelenggaraan 

Dekonsentrasi. Tahun Anggaran 2023.  

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 02 TAHUN 2023  

TENTANG 

PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DI BIDANG PERDAGANGAN  
KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT  

TAHUN ANGGARAN 2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penyelenggaraan 

Dekonsentrasi di Bidang Perdagangan kepada Gubernur 
sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang 
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6827); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai 

Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794); 
9. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 19); 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 
tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan 

Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang 

Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas 
Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 660); 

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 492); 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DI BIDANG 

PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL 
PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023. 

 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil 

Pemerintahan Pusat yang selanjutnya disebut 
Dekonsentrasi kepada GWPP adalah pelimpahan 

sebagian urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai 

wakil pemerintah pusat. 
2. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang 

selanjutnya disingkat GWPP adalah penyelenggara 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
pemerintah pusat di daerah berdasarkan asas 

dekonsentrasi dan dalam rangka pelaksanaan tugas dan 

wewenang GWPP sesuai dengan keentuan peraturan 
perundang-undangan. 

3. Pelaksana Dekonsentrasi sebagai Penyelenggara 

Dekonsentrasi di Bidang Perdagangan yang selanjutnya 
disebut Pelaksana Dekonsentrasi adalah dinas yang 

lingkup tugas dan fungsinya di bidang perdagangan. 

4. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari 
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anggaran pendapatan dan belanja negarayang 
dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah 

pusat yang mencakup semua penerimaan dan 

pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, 
tidak termasuk dana yang akan dialokasikan untuk 

instansi vertikal pusat di daerah.  

5. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat PD 
Provinsi adalah organisasi/lembaga pada pemerintah 

daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 

dekonsentrasi/tugas pemerintahan di bidang 
perdagangan di daerah provinsi. 

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perdagangan. 
 

Pasal 2 

(1) Menteri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di 

bidang perdagangan yang menjadi kewenangannya 
kepada GWPP. 

(2) Sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan 

yang dilimpahkan kepada GWPP sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi: 

a. pengembangan perdagangan dalam negeri di daerah; 

dan 
b. pengembangan fasilitasi perdagangan luar negeri di 

daerah. 

(3) Pelimpahan kepada GWPP sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. 

 

Pasal 3 

(1) GWPP menetapkan Pelaksana Dekonsentrasi dan pejabat 
pengelola keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri atas: 

a. kuasa pengguna anggaran/barang yang dijabat oleh 

Kepala PD Provinsi; 
b. pejabat pembuat komitmen; 

c. pejabat penguji tagihan/penandatangan surat 

perintah membayar; dan 
d. pejabat akuntasi dan bendahara pengeluaran. 

(3) GWPP menyampaikan penetapan Pelaksana 

Dekonsentrasi dan penetapan pejabat pengelola 

keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 
Menteri dengan tembusan menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

keuangan melalui direktur jenderal yang tugas dan 
tanggung jawabnya di bidang perbendaharaan. 

 

Pasal 4 
GWPP melakukan koordinasi dengan Menteri mengenai: 

a. pelaksanaan fungsi pengaturan, pembinaan, dan 

pengawasan teknis atas pelaksanaan kegiatan 
Dekonsentrasi; dan 

b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian 

pelaksanaan teknis di daerah yang dilakukan oleh 
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pelaksana Dekonsentrasi sebagai penyelenggara 
Dekonsentrasi di bidang perdagangan, 

melalui pejabat pimpinan tinggi madya sesuai dengan tugas, 

fungsi, dan kewenangannya. 
 

Pasal 5 

Sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang 
dilimpahkan kepada GWPP sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 dan alokasi anggaran dilaksanakan sesuai rincian 

alokasi anggaran Dana Dekonsentrasi bidang perdagangan 
tahun anggaran 2023 tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 

ini. 
 

Pasal 6 

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan 

kegiatan Dekonsentrasi di bidang perdagangan diatur dengan 
Peraturan Menteri. 

 

Pasal 7 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 
 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 02 Januari 2023  
 

MENTERI PERDAGANGAN  

REPUBLIK INDONESIA, 
 

ttd. 

 
ZULKIFLI HASAN 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 3 Januari 2023 
 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 
 

ttd. 

 
YASONNA H. LAOLY 
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